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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari uraian-uraian di atas terutama pada bab IV mengenai laporan hasil 

penelitian, penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan objek wisata Pantai Gedambaan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Kotabaru telah berupaya memberikan pelayanan dan 

pengelolaan dengan baik dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, 

dapat diperhatikan dari segi pengembangan, kelembagaan dan pengaturan. 

Selain itu pengelolaan objek wisata juga diperhatikan dari segi sapta pesona. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Kotabaru. 

2. Kontribusi penerimaan dari keseluruhan retribusi objek wisata Pantai 

Gedambaan selama empat tahun terakhir yaitu antara tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2017 sebesar Rp 495.000.000,00 dengan rata-rata sebesar Rp 

123.750.000,00 per tahun dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,103%. 

Walaupun masih relatif kecil tapi setiap tahunnya hampir selalu mengalami 

peningkatan dan berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan 

objek wisata Pantai Gedambaan berpotensi dalam ikut mendukung Pendapatan 
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Asli Daerah Kabupaten Kotabaru dan membantu masyarakat sekitar dalam hal 

ketersediaan lapangan kerja. 

 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk pengelolaan dan pengembangan 

potensi sebaiknya membuat bidang khusus penghasilan pendapatan dari objek 

wisata Pantai Gedambaan sehingga dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Kotabaru. 

2. Meningkatkan kualitas pegawai khususnya yang bertugas di UPTD objek 

wisata Pantai Gedambaan seperti menyesuaikan dengan pendidikan mereka 

dengan pekerjaan yang mereka kerjakan atau melakukan sarana pelatihan dan 

pendidikan secara bertahap, agar lebih professional serta terwujudnya aparat 

kepariwisataan yang lebih baik sebagai salah satu pendorong peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. 

3. Ayat-ayat ekonomi sebaiknya dituangkan dalam Peraturan Daerah sehingga 

bisa dijalankan oleh masyarakat Pantai Gedambaan maupun Pemerintah 

sebagai pengelola. 


